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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama 
pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi 
kendaraan bermotor adalah untuk menjaga keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas serta untuk 
menjaga keselamatan para pengguna jalan. Pemberian hak 
utama pengguna jalan dan pengawalan yang diberikan oleh 
kepolisian tersebut merupakan diskresi kepolisian serta 
merupakan sebuah bentuk dari pelayanan masyarakat yang 
diberikan oleh instansi kepolisian itu sendiri. 
2. Dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan 
kepada peserta konvoi kendaraan bermotor, petugas kepolisian 
melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dengan melihat kondisi 
wilayah sekitar. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh 
petugas kepolisian kepada peserta konvoi kendaraan bermotor 
Harley Davidson adalah dengan memberhentikan arus lalu lintas 
dan/atau pengguna jalan serta mengatur pengguna jalan untuk 




kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson 
dengan pengguna jalan yang lain. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah : 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya polisi di 
bidang lalu lintas harus selalu menjaga profesionalitas dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut berkaitan 
dengan dimilikinya diskresi kepolisian dimana dalam hal ini 
berupa pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan 
kepada peserta konvoi kendaraan bermotor, agar di masa yang 
akan datang, pemberian hak utama pengguna jalan dan 
pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor tidak 
merugikan pengguna jalan yang lain. 
2. Masyarakat dimana dalam hal ini adalah pengguna jalan yang lain 
harus lebih memahami dan mematuhi tindakan kepolisian dalam 
memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada 
peserta konvoi kendaraan bermotor. Karena pemberian hak utama 
pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan 
bermotor itu sendiri telah berdasar pada analisis yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian. Tindakan tersebut ditujukan demi 
terjaganya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas  serta 
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